
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor '! Tahun 1956 (Lembarln Negara 
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1091}, Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092), dan Undang-Undang Dan.irat Nomor 6 
Tahun 1956 (LembarC!n Negara Republik Indonesia Nol'nor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093) 
tentang Pempentukan Oaerah Tingkat II termasuk Kotapraja 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821; 

a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, salah satu 
hak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah rumah jabatan/ 
rumah dinas; 

b. bahwa saat ini Pemerintah Daerah baru dapat menyediakan rumah 
jabatan bagi Ketua DPRD; 

c. bahwa sehubungan Pamerintah Daerah belum dapat menyediakan • 
rumah jabatan bagi Wakil Ketua DPRD dan rumah dinas bagi 
Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan 
Tunjangan Perumahan berupa uang sewa yang besamya 
disesuaikan standar harga sewa yang berlaku di Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b. dan c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi . Marga Sewa 
Rumah Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; • 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia • 
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043); • 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang P~rubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Repul)lik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi lntensif dan dana Operasional. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5); 
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Standarisasi harga sewa rumah Wakil Ketua dan Anggota DPRD setiap 
bulan ditentukan sebagai berikut : 

a. Wakil Ketua sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Rztua \.,.lmM 
Puluh Ribu Rupiah); dan 

b. Anggota sebesar Rp 3.180.0000 ( Tiga Juta Seratus Delapan Puluh 
Ribu Rupiah). 

Pasal2 

• KETENTUAN STANDARJSASI 

BAB II 

Dalam Peraturan Bupati in! yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 

sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan. 

Pasa21 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TF-NTANG 
.STANDARISASI HARGA SEWA RUMAH WAKIL KETUA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH • 

MEMUTUSKAN : 
• 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Nomor 74); • 
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SEKRETARIS DAERAH, 

KABUP~ =NG UTARA, 

HAMARTONf'AHADIS 

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARATAHUN 2014 NOMOR .01- 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal 2014 

ZAINAL ABIDIN 

~ . . 

BUPATI LAMPUNG UTARA 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal 2014 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 
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